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PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I MOJOKERTO

NOMOR 4 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM

Menimbang

Mengingat

BINA MARGA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT O MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT Il MOJOKERTO

bahwa dalam rengka peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan  dan  pembangunan  scria pelayanan
masyarakat di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga di
Daerah secria schagai tindak lanjut Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 fentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pckerjaan
Umum Daerash, maka periu melakukan penatasn kembali
Penyerahan  Sebagian Urusan - dimsaksud  yang
diesesuaikan dengan keadaan ; .
bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a
konsideran ini serta memperhatikan Surat Gubernur
Kepala Dacrah Tingkat 1 Jawa Timur tanggal 22 Oktober
1997 Nomor : 061/13396/041/1997 perihal Pembentuk-
an Dinas Pekerjasn Umum Cipta Karya dan Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Dacrah Tingkat II, makea
dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengen
menuengkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 fentang
Pembentukan Deerah Kota Kecil Dalam Lingkungan
Propingi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 teniang Pokok-
pokok Pemerintahan Di  Daersh {Lembaran Negara
Republik Indonesia - Tabun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 303 1);

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor
83, Tambahaen Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3046) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang
Perubshan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerfo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 74, Tambsghen Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3242) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang
Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 37, Tembahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3293) ;

Peraturan Pemerinish Nomor 14 Tahun 1987 teniang
Penyernhan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang
Pekerjpan Umum Kepada Daecrah (Lembaran Negara
Republik Indonesis Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan
Lemboran Negura Republik THdonesid NOser D080) ;



7. Perpturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daersh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara  Republik
indonesia Nomor 3373) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat
pada Daeersh Tingkat I (Lemberan Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tammbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;

G. keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992
tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

10. Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan
Daerah Perubahan ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993
tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 19594
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Lingkup
Dinas Pekerjaan Umum Daerah ;

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993
tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Dacrah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat 11

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Mojckerto,

Meneiapkan

MEMUTUSEKEAN

PERATURAN DAERAH  KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 1

" MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 MOJOKERTO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasat 1

a. Daerah, adalsh Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto ;

c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat 11 Mojokerio ;

d. Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah Sekretars
Kotamadya Daerah Tingkat II Mojckerto ;

e. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah, adalah Dinas
Pekerjaan Umurm Bina Margs Daerah Kotemeadya Daersh
Tingkat Il Mojokerto ;

f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Daerah Kotamadya Dacrah Tingkat 11 Mojokerto ;

g Bina Marga, adalah suatu bidang pembinasn atas jalan
yaitu prasarana perhubungen darat dalam bentuk apapun
meliputi  scgala bagian jalan termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi
lalu lintas. . ,



BAB 11
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daecrah.

BAB 111
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pagal 3

{1} Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dacrah adalah
unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan
Umum Bina Marga ;

(2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala
Daerah :

(3) Dinas Pekerjman Umum  Bina Marge Daersh delam
melaksanakan tugas di bidang teknis administratif dibina
dan dikoordinasikan olch Sckretaris Kotamadys Daerah.

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah
mempunyai tugas membantu Walikotamadya Kepsala Daerah
dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangge dacrah
dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah dan tugas
pembantuan yamg diberikan olch Pemerintah dan atau
Pemeriniah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadya
Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebageimana
dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pckerjasn Umnum Bina Marga
Daerah mempunye fungsi :

a. Perumusan kebijuksanaan tecknis operasional
pembangunan dan pengelolaan dibidang Pekerjasn
Umum Bina Marga ;

b. Pelaksanaan pembangunan, pemecliharaan jalan dan
jembatan ;

c. Pemberian bimbingan dan perizinan sesual dengan
kebijaksanaan yang ditciapkan oleh Walikotamadya
Kepala Daerah ;

d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis
pembangunan, pemcliharaan dan pemanfaatan jalan
serta jembatan ;

¢. Pelaksanaan analisis dan evaluasi tentang fungsi dan
status jalan serta jembatan ;

.  Pengeclolaan kefatausahaan.
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BAB IV
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal ©

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Daerah terdiri dari

a. Kepala Dinas ;

Sub Bagian Tate Usaha ;

Sekai Pengendalian Operasional ;
Seksi Pembangunan ;

NN

Seksi Pemeliharaan ;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepal Sub Bagian
Tata Usaha dan Seksi-seksi dipimpin oleh Kepala Seksi
yang masing-masing berada dibawsh dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas ;

Bagan Susunan Orgenisasi Dinas Pelcerjaan Umum Bina

Marga Daerah adalsh sebagaimena tercantum dalam
lampiran dan merupeakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Subk Bagian Tata Usaha mempunyai {ugas menyclenggara-
kan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan
perlengkapan dan melaksanakan tuges lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas ;

Uniuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai

fungsi

a. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggararn
dan pelaporan pertenggungjawaban keuangan ;

b. Pelaksanaan pembinaan Organisasi dan Tata
Laksana ;

c. Pengelolaan adminisirasi kepegawaian, keuangen dan
perlengkapan ;

d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat
dan kearsipan ;

e. Penyiapan date informasi, kepustakaan, hubungan
maeyarakat dan inveniarisasi.
Pasal 8
Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) urusan yaitu :
a. Urusan Umum ;
b. Urusan Kepegawaian ;
c. Urusen Keuangan,

Urusan-urusen dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepads Kepals Sub Bagian Tata Usaha.



Pagal 9
Urusan Umum mempunyai tugas :

. melaksanakan urusan surat-menyuraf, pengetikan,
penggandaan dan tata kearsipan ;

. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan
kepiatan tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan dan
peralatan kantor ;

Menyusun perencanaan dan mengurus pemcliharaan
lcebersihan dan keamanan kantor ;

d. Mengurus tugas keprotokolan dan perjalanan dinas ;

€. Melaksanakan kegiatan pemberian informasi dan

hubungan masyarakat ;
Melakasanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub
Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang fugasnya.

FPasal 10

Urusan Kepegawaion mempunysi tugas :

. Menyusun dan  memelihara dats  administrasi
kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan
dengan kepegawaian ;
. Menyiapkan data dan mengolah adminisirasi kepe-
gawaian ; '
. Memproses tenta.ng' kedudukan hukum pegawa dan
upaya peningkatan kemampuan pegawai ;
. Menviapkan bahan untuk menyusun dan menyempurna-
kan organisasi dan iata laksana ;

e. Melakeanakan kegiatan dokumentasi dan kepustakaan ;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub
Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.
Pagat 11
Urusan Keuangan mempunysi tugas :

. Menghimpun daia dan menyusun rencana anggaran rutin
dan anggaran pembangunan ;

. Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran
rutin dan anggaran pembangunan ;

Melaksanakan pembayaran gaji pegawai, keuangan
perjalanan dinas dan keusngan lainnya ;

. Meayusun laporan pertanggungjawaban pengeloiaan
keuangan ;

. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub
Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnye.
Bagian Ketiga
Seksi Pengendalian Operasional

Pasal 12

(1) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai  tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekenaan Umum
Bina Marga Daerah dibidang pengendalian operasional
dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas ;



{2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1},

Seksi Pengendalian Operasional mempunyei fungsi :

a. Pengumpulan data dan bahan dalam rangka
penyusunan  program, analisa  dan evaluasi

~ pengembangah jalan ;

b. Pelaksanean studi kelayakan, analisis mengenai
dampak lingkungan (AMDAL) dan perencanaan teknis
jalan ;

¢. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian tanah
serta bahan jalan ;

d. Penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pemutaichir-
an dan penyimpanean data-date mengenai jalan.

Pasal 13
(1) Seksi Pengendalian Operasionat terdiri dari 3 (tiga) Sub
Sekai yaitu :
a. %ub Seksi Penyusunan Program ;
b. Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan ;
c. Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan.

(2} Sub Sekasi-Sub Sekei dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan berfanggung
jawab kepada Kepala Seksi Pengendalian Operasional.

Pasal 14
Sub Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas !

a. Mengumpulkan dan menyiapkan data, melakukan
penelitian dan pengkajian sebegai bahan menyusun
program ;

b. Menyusun program tehunan, tiga tahunan, dan lma
tahunan terhadap pengembangan jaringan jalan ;

c. Melakukan analisa dan eaveluasi terhadap status den
meniaai jalan ;

d. Melaksanaken kegiatan pemantauan, sfudy kelayakan dan
analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dalam
rangke pengembangan jaringen jalan den pemanfaatan
jalan ;

e. Melaksenakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi
Pengendalian Operasional sesuai dengan bidang tugas-
nys.

Pasal 15

Sub Secksi Perencanaen Teknis dan leger Jalan
mempunyai tugas
a. Menghimpun bahan dan data kondisi, perkembangan dan
perubahan jalan serta penetapan status dan fungsi jalan ;

b. Melakukan survey tentang struktur jalan, topologi serta
melakukan rencana dan gambear mengenai geometri
jalan ;

c. Melaksanakan spesifikasi teknis dan estimasi biaya
terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan
jalan serta jembatan ;

d. Melaksanakan pendataan dan analisis dan evaluasi
tentang status jalan dan jembatan ;

e. Mengolah, menyejikan, menyimpan, memelihara dan
melakukean pemutakhiran data jalan dan jembatan ;
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Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi
Pengendalian Operasional sesuai dengan bidang tupges-
nye.
Pasal 16
Sub Sekei Pengujian Tanah dan Bahan mempunyai

tugas

a.

Mengumpulkan bahan dalem rangka melaksanakan
penelitian dan pengupan tentang keadasan tenah seria
bahan jalan dan jembatan ;

Melaksanakan pengkajian terhadap kegiatan penggunasan
bahan jalan dan jembatan ;

Melakukan pengujien terhadap kualitas hasil pckerjaan
pembangunan jalan ;

Mengumpulkan bahen dan menyiapkan laporan dari hasil
penelitisn dan pengujian, serta memberikan  saran
pertimbangan tentang keadaan tanah seria bahan jalan
dan jembatan ;

Melaksanakan tuges lain yang diberikan oleh Kepsla Seksi
Pengendalian Operasional sesuai dengen bidang tugas-
nya. Co
Bagian Keempat
Seksi Pembangunan

Pasal 17

(1) Seksi Pembangunan mempunya tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum  Bina Marga
Daerah dibidang pembangunan jalan dan jembatan dan
melaksanakan tuges lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas ;

{2} Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1}

Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka
penyusunan program dan estimasi biayva pelaksanaan
kegiatan pembangunan jalan dan jembatan ;

b. Pelaksanaan program kegiatan pembangunen certa
peningkatan jalan den jembatan ;

¢. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokuren
teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan
pembangunan jalan dan jembatan ;

d. Eveluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan jalan

dan jembatan,
_ Pasal 18

(1} Seksi Pembangunan terdiri dann 3 (tiga} Sub Seksi
yaitu . :

a. Sub Seksi Pembangunan Jalan ;
b. Sub Seksi Peningkatan Jalan ;
¢. Sub Seksi Penggantian Jalan.

{2) Sub Seksi-Sub Scksi dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembangun-

Aall.



(1)

Pasal 19
Sub Seksi Pembangunan Jalan mempunyai fugas :

Mengumpuikan, menghimpun dan mengolah data untuk
bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan
jembatan ;

Menyusun pemutakhiran program dan estimasi biaya
pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan ;

Melaksanaken kegiatan pembangunan jalan ;

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pembangunan jalan dan jembatan ;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Beksi
Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 20
Sub Seksi Peningkatan Jalan mempunyai tugas :

mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data sebagai
bahen pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan :
Menyusun pemutakhiran program den ecstimasi biaya
pelaksanaan peningkatan jalan ;

Melaksanakan kegiatan peningkaian jalan ;

. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

peningkatan jalan ;
Melaksanaken tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi
Pembangunan sesuai dengan bidang fugasnya.

Pasal 21
Sub Seksi Penggantian jembaian mempunyai tugas :

Mengumpulkan, menhimpun dan mengolah data sebagai
behan pelaksanasn kegiatan penggantian jembatan ;

Menyusun pemutakhiran program dan estunasi biaya
pelaksanaan penggantian jembatan ;

Melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan ;

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalan
penggantian jembatan |

Melaksanakan tugas lain yang diberiken oleh Kepala Seksi
Permbangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Seksi pemeliharaan mempunyai fugas melakeanakan
sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Daerah dibidang pemeliharaan jalan  dan jembatan,
pemanfastan dan perizinan jalan serta pemeliharasn
peralatan dan perbekelan dan melaksanakan tugas lain
vang diberikan oleh Kepala Dhhaa ;

(2)Untuk menyelenggarakan tugae dimaksud pada ayat (1),

Seksi Pemeliharaan mempunyai funges

a. Pengumpulan data dan bahan dalam rangka
penynsunan program, estimasi biaya pemeliharasn
jalan dan jembatan ;

b. Pelaksanman program pemeliharaan jalan dan
ijembatan ;



¢. Penelitan dan pengkajian dokumen teknik pemedi-
haraan jalan dan jembaten serta penanggulangan
kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam ;

d. Pelaksanaan pemanfaatan jalan den  pemberian
rekomendasi serta perizinan jalan dan jembatan ;

e. Pengadaan, pemeliharaan peralatan den perbekalan ;

f.  Peleksenaan pembinaan den pengendalian kegiatan
- pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan serta
penanggulangan kerusskan jalan dan jernbatan akibat
bencana alam. .
Bagian Kelima
Sekai Pemeliharaan

Pasal 23
(1) Seksi Pemeliharaan terdiri dari 3 {tiga) Sub Seksi yaitu :
a. Sub Seksi Pemeliharan Jalan dan Jembatan :
b. Sub Seksi Pemanfastan Jalan ;
¢. Sub Scksi Peralatan dan Perbekalan.

" (2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) dipimpin olch
Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Sekni pemeliharaan.

Pasal 24

Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

mempunyai tugas

a. Menghimpun den mengolah data guna pelaksanaan
pemeliharaan jalan dan jembatan ;

b, Menyusun pemutakhiran program pemeliharaan jalan
dan tembatan ;

¢. Melaksannkan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan
serta upaya penanggulangan kerusakan jalan dan
Jembatian akibat bencana alam :

d. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian pemelibharaan jalan dan jembatan serta

kegiatan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan
alabat bencana alam ;

€. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi
Pemeliharaen sesuai dengan bideng tugasnya.
Pasal 25
Sub Seksi Pemanfaatan Jalan mempunyai tugas

a. Melakukan pengkajian, penelitian dan pemantausan
tentang pemanfastan jaian dan jembatan ;

b. Melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap
pemanfaatan jalan den jembatan ;

¢. Melakukan pengelolaan perizinan dan menyusun tata
laksana perizinan pemanfaaten jalan dan jembatan ;

d. Menyiapkan rekomendasi teknis terhadap pemasangan
fasilitas umum pada daersh milik jalan, daerah manfaat
jalan dan daerah pengawasan jalan ;

e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi
pemanfaatan jalan dan jembatan :

f. Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Seksi
Pemeliharaan sesusi dengan bidang tugasnva.



Sub Scksi Peralatan dan Perbekalan mempunyei
tuges
a. Menyusun rencana kebutuhan peralatan fermasuk alat
berat untuk pelaksanaan tugas Pekerjaan Umum Bina
Marga Daerah ;
b. Mengadaksn koordinasi dengan sekai terkait untuk

penyusunan kebutuhan  bidang perbekalan  untuk
pembengunan dan perbaikan jalan, jembatan  dan

bangunan lainnya ;
¢. Melaksanakan perawatan dan perbaikan segala kendarasn
dan peratatan berat ;

d. Memelihara, mengawasi dan mengolah tata usaha
perbekalan ;

e. Mengatur pemakaian peralatan ;

Menyusun inventarisasi dan laporan secara berkala
tentang keadasn peralaian dan perbekalan seria
penggunaannya ;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi
Pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

(1) Kelompck Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai
bidang keahiian dan kebutuhsn ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdin dari sejumlah
tenaga dalam jenjang jabaten fungsional yang terdiri dar
berbagai kelompok sesuai bidang keahliennya ;

{3} Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

BAB V
TATA KERJA

Pasal 28

{1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum  Bina Marga Daerah wajib
melaksanekan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik
dalam lingkungan dinas maupun antar unit kerja sesuai
bidang tugasnya masing-masing ;

(2) Setinp Pimpinan Satuan Orgenisasi dalam Lingkungen
Dinas Pekerjaen Umum Bina Marge Daerah bertanggung
jawab memimpin den mengkoordinasikan bawshannya
serta memberikan bimbingan dan  pefunjuk  bagi
pelaksanaannya.

_ BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan  oleh
Walikotamadya Kepale Daerah setelah mendapat
persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jewa
Timur ; -



(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Scksi atas usul
Kepala IMnas disngkat dan diberhentikan oleh Walikota-
madya Kepale Daerah setclah mendapat persefujuan
Gubernur Kepala Daeral: Tingkat I Jawa Timur ;

{3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Scksi atas usul Kepala
Dinas diangkst dan diberhentikan oleh Walikotamadya
Kepala Daerah ;

4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentilcan
sesuai  dengan peraturan  perundeng-undengan yang

berlaku.

_ Pasal 30
(1) Jebaten Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;

{2} Apabila Kepala Dinas berhalangan didalam menjalanican
tugas, Kepala Dinas dapai menunjuk Kepala Sub Bagian
Tata Usaha dan atau salah scorang Kepala Seksi untulk
mewakalinya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan
Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur
lekih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Dacrah.,

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
Nomor 3 Tahun 1990 tenggal 13 Pebruari 1990 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Daerah Kotaradya Daerah Tingkat II Mojokerio
{Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkai II Mojokerto
Nomor 8/C Tahun 1990 Seri C pada tanggal 29 Agustus 1990)
dinyatakan dicabut dan tidalk berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundanghkan.
Ager setiap orang mengetahuinya, tnemenniahkan

pengundangan Peratursn Daerah ini dengan penempatan-nya
dalemn Lembaran Dacrah Kotamadya Dacrah Tingkat 11 Mojokerto.

Ditetapkan di : Mojokerto
pada tanggsl 27 Mei 1998
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT B MOJOKERTO
MOJOKERTO
Ketua,
Cap. Titd Cap. Tid

SUHARTO SUNARYO, S.E. TEGOEH SOEJONO, 3.H



Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah ngkat 1 Jawa Timur tanggal
30 Juli 1998 Nomor 293/P Tahun 1998.

A n GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan
Cap. Ttd

Pre. MASDRA M. JASIN
Perbina Utama Muda
NIP. 510 035 4499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadys Deersh Tingkat II Mojokerto
Tahun 1998 Seri C pada tanggal 6 Agusius 1998 Nomor : 4/C.

A.n WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT Il
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Dacrah
Cap. Tid

Ir. Drs. HANDOKO LEPDO PRASTOWO
Pembina Tingkat I
NIP. 510 040 490

Bagisn Hukum---PRYK-—TRB---199%
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 19498

TENTANG

Organisasi DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I MOJOKERTO

PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatican penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan serta
untuk meningkaiian pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dibidang Pekerjaan
Umum Bina Marga yang sejalan dengan upaya pelaksanasan titik berat otonomi di deaersh
yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan memperhitungkan prinsip efektdf dan
efisien yang berdnsarkan pada potensi wilayah, beban kerja, kondisi dan kebutuhan daerah,
serta sebagai realisasi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daersh yang ditindak
lanjuti dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Oktober 1997
Nowor : 061/13396/041/1997 perihal Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
dan Dinas Pekerjaan Umuwmn Bine Marga Daerah Tingkst II, maka perlu membentuk Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Tingkat Il Mojokerto dalam suatu peraturan daerah.

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pagal 1 sampai dengen Pasal 33 : Cukup jelas.




